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ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

ANGGARAN DASAR
MUKADIMAH

Bahwa tujuan Pembangunan Nasional Indonesia adalah untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka
kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk auditor intern
pemerintah untuk memberikan kontribusinya sesuai profesi dan
keahliannya dalam pembangunan nasional tersebut.

Bahwa pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi auditor intern
pemerintah dilaksanakan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan
profesionalisme dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di
pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan
pembangunan di segala bidang. Untuk itu, perlu segera dilakukan upaya
untuk meningkatkan profesionalisme auditor guna mewujudkan peran
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana

dimaksud pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

yaitu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah;

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi
auditor intern pemerintah tersebut perlu ada wadah yang mewakili profesi
auditor intern pemerintah secara keseluruhan, menetapkan standar
kualitas, mengembangkan dan menegakkan kode etik, memelihara
martabat, kehormatan, moral dan integritas yang tinggi, mengembangkan
dan melaksanakan telaahan sejawat untuk menciptakan kepercayaan atas
hasil kerja auditor intern pemerintah, dan menyediakan wadah untuk
komunikasi, konsultasi, koordinasi, serta usaha-usaha bersama lain yang
diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan rahmat Tuhan
Yang Maha Esa para auditor intern Indonesia bersatu dalam wadah
organisasi yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar Organisasi Profesi Auditor Intern Pemerintah.



BAB 1
NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

(1) Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern
pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan
hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang
berwenang.

(2) Organisasi profesi auditor intern pemerintah ini bernama Asosiasi
Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat AAIPI.

(3) Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup
Jabatan Fungsional Auditor kategori keahlian dan keterampilan yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan
intern di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

(4) Instansi Pembina adalah Pembina Jabatan Fungsional Auditor kategori
keahlian dan keterampilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(5) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP,
yaitu instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian,
Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara,
Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga
Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/
Kota, dan unit pengawasan intern pada organisasi pemerintah lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pusat organisasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
dan dibentuk pengurus wilayah di ibukota provinsi.

(7) Organisasi didirikan di Jakarta pada tanggal 30 November 2012 untuk
waktu yang tidak ditentukan.



BAB 11
STATUS DAN KEDAULATAN

Pasal 2

AAIPI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit
kerja APIP, yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur
lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 3

Kedaulatan tertinggi AAIPI berada pada anggota dan dilaksanakan
sepenuhnya dalam kongres.

BAB III
AZAS DAN SIFAT

Pasal 4
AAIPI berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.
Pasal 5
AAIPI bersifat bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi AAIPI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam mendorong
terwujudnya peran APIP yang profesional sebagai pemberi assurance dan
consulting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
kinerja pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 7

Misi AAIPI adalah:

(1) Meningkatkan profesionalisme auditor intern pemerintah Indonesia
guna mewujudkan peran APIP yang efektif.

(2) Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan untuk menuju
tata kelola pemerintahan yang baik.

(3) Menjembatani berbagai latar belakang auditor intern pemerintah untuk
menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan
selaras.



BAB V
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 8

(1) AAIPI bermaksud menghimpun potensi auditor intern pemerintah untuk
menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

(2) AAIPI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi auditor
intern pemerintah sehingga terbentuk suatu cipta dan karya auditor
intern pemerintah Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan
bangsa dan negara.

(3) AAIPI memiliki sasaran yaitu:

a. meningkatkan profesionalisme anggota AAIPI dalam melaksanakan
pengawasan intern sesuai dengan standar, kode etik, dan peraturan
perundang-undangan; dan

b. meningkatkan sinergi antar anggota AAIPI dalam mendukung
pencapaian tujuan pemerintah Indonesia melalui kegiatan
pengawasan intern yang meliputi tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian.

(4) AAIPI menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan kode etik dan kode
perilaku profesi Auditor;

b. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan standar audit;

c. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan pedoman telaahan
sejawat di lingkungan APIP;

d. Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik
dan kode perilaku profesi;

e. Memberi masukan dalam pengembangan metodologi, teknik, dan
pendekatan-pendekatan pengawasan intern serta praktik pengawasan
intern yang baik di lingkungan APIP dengan mengacu pada praktik
internasional,

f. Memberi masukan dalam mewujudkan integritas, profesionalisme,
dan kesejahteraan auditor guna mewujudkan peran APIP;
Memberikan advokasi kepada anggota; dan

. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup
nasional dan internasional
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BAB VI
KODE ETIK, STANDAR AUDIT, TELAAHAN SEJAWAT, DAN
PENGEMBANGAN PROFESI

Pasal 9

Kode etik AAIPI adalah aturan perilaku dan etika Auditor Intern
Pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Kode etik dan kode perilaku profesi disusun oleh Komite yang khusus
dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.

Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2) ditetapkan oleh Ketua Umum DPN AAIPI setelah mendapatkan
persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Kode etik dan kode perilaku profesi AAIPI adalah aturan perilaku
dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, yang meliputi:

a. Prinsip etika;

b. Aturan etika auditor intern pemerintah.

Pasal 10

Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP disusun
standar audit.

Standar audit disusun oleh Komite yang khusus dibentuk untuk tujuan
tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 11

Untuk menjaga mutu hasil audit APIP, secara berkala dilaksanakan
telaahan sejawat.

Pedoman dan tata cara pelaksanaan telaahan sejawat disusun oleh
Komite yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan
Pengurus Nasional.

Pasal 12

Untuk meningkatkan profesionalisme auditor anggota AAIPI dilakukan
pembinaan Jabatan Fungsional Auditor oleh Instansi Pembina menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Pengembangan Profesi yang dibentuk oleh Dewan Pengurus
Nasional dapat merumuskan pemberian masukan AAIPI kepada Instansi
Pembina dalam pengembangan profesi auditor anggota AAIPI.



BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 13
(1) Anggota AAIPI terdiri dari:
a.perorangan dan
b.organisasi APIP
(2) Anggota perorangan terdiri dari:
a. Anggota Biasa;
b. Anggota Luar Biasa; dan

c. Anggota Kehormatan.

(3) Anggota organisasi APIP adalah APIP sebagaimana dimaksud pada Pasal
1 ayat (5) yang bersifat ex officio.

(4) Ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran

Rumah Tangga

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

(1) Susunan organisasi AAIPI terdiri atas Dewan Pembina, Anggota
Eksekutif, Dewan Pengurus Nasional, dan Dewan Pengurus Wilayah.

(2) Dewan Pembina adalah kelengkapan organisasi yang beranggotakan
Menteri dan Kepala Lembaga yang akan diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.

(3) Anggota Eksekutif merupakan lembaga permusyawaratan AAIPI yang
bersifat kolektif dan kolegial yang ditetapkan oleh Kongres.

(4) Dewan Pengurus Nasional adalah lembaga eksekutif tertinggi yang terdiri
atas Ketua Umum, Ketua-Ketua, Komite-Komite, Manajemen Eksekutif,
dan alat kelengkapan kepengurusan lainnya.

(5) Dewan Pengurus Nasional membawahi Dewan Pengurus Wilayah.

(6) Dewan Pengurus Wilayah adalah pengurus AAIPI Wilayah.

Pasal 15

Mekanisme dan susunan organisasi AAIPI diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.



BAB IX
KEPENGURUSAN

Pasal 16

(1) AAIPI Wilayah adalah organisasi AAIPI di tingkat wilayah yang meliputi

(2)

(1)

satu wilayah provinsi.

Dewan Pengurus Wilayah dipilih melalui Musyawarah Kerja AAIPI
Wilayah dan kepengurusannya disahkan oleh DPN.

BAB X
KOMITE - KOMITE DAN ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN

Pasal 17

Komite-komite terdiri dari:

a. Komite Kode Etik;

b. Komite Standar Audit;

c. Komite Telaahan Sejawat; dan
d. Komite Pengembangan Profesi.

Ketentuan mengenai komite-komite dan alat kelengkapan kepengurusan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18

Permusyawaratan AAIPI terdiri atas:
a. Kongres;

b. Kongres Luar Biasa; dan

c. Rapat Anggota.

Rapat — rapat terdiri atas:
a. Rapat Kerja Nasional;
b. Rapat Pengurus; dan
c. Rapat Kerja Komite.

BAB XII
KEUANGAN

Pasal 19

(1) Sumber keuangan organisasi berasal dari:

a. luran anggota;



b. Usaha lain yang sah, sejalan, dan selaras dengan maksud dan
tujuan organisasi serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan

c. Sumbangan yang tidak mengikat antara lain fasilitasi pendanaan
dari Instansi Pembina dan atau unit kerja lain yang bersumber dari
APBN/APBD maupun sumber lainnya yang sah menurut peraturan
perundangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB XIII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 20

AAIPI hanya dapat dibubarkan melalui kongres atau kongres luar biasa
yang diselenggarakan khusus untuk itu.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pengaturan lebih lanjut Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan yang sejalan dan selaras
dengan bunyi dan jiwa Anggaran Dasar.

Pasal 23

(1) Anggaran dasar ini ditetapkan melalui Kongres AAIPI tanggal
23 November 2021 di Jakarta.

(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 3 Desember 2021
Dewan Pengurus jonal

Agustina Arumsari
Ketua Umum






